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PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2018/PA.Blu
S\ e\ Y 7
M\a’_ﬁﬁkﬁw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bolaang Uki yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah

menjatuhkan putusan cerai talak sebagai berikut antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, XXXXXXXxxxX, agama
Islam, pekerjaan Honorert xxxxxxxxx, pendidikan Sekolah
Menengah Atas (SMA), alamat XXXXXXXxXxxxxx, Kabupaten
Bolaang Mongondow Selatan, sebagai Pemohon.

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal [ahir XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX,
agama lIslam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan
Sekolah Menegah Pertama (SMP), alamat di
XXXXXXXXXxXKabupaten Bolaang Mongondow Selatan,
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai

Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.
Telah mendengar keterangan Pemohon serta telah memeriksa bukti-bukti dan

saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19
Desember 2018, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama
Bolaang Uki dengan register perkara Nomor 25/Pdt.G/2018/PA.Blu tanggal 19
Desember 2018 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
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1. Bahwa pada tanggal xxxxxxxxxxxxx Pemohon dengan Termohon telah
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama (KUA) Molibagu, Kecamatan XXXXXXXXX,
sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah NOMOrxxxxxxxxx
tertanggal xxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama
sebagai suami isteri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon
di Soguo, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow
Selatan;

3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikarunia anak 1

(satu) orang anak bernama, XXXxXXXxXXxxxxx tahun;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan
harmonis, tetapi sejak bulan November 2016 mulai terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang secara terus menerus yang disebabkan antara lain:

4.1 Termohon bersifat kasar dan tidak pengertian kepada
Pemohon;

4.2 Termohon suka bepergian tanpa izin dengan Pemohon;

6. Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada
bulan Desember 2017 yang menyebabkan Pemohon pergi dari rumah dan
tinggal dirumah orang tua Pemohon di alamat tersebut diatas;

7. Bahwa dengan kejadian tersbut diatas rumah tangga antara Pemohon
dengan Termohon sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan
perkawinan untuk membina rumah tangga yang bahagia yang sakinah,
mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu
perkawinan tidak dapat terwujud. Sehingga perceraian merupakan jalan
terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga
Pemohon dengan Termohon;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan
ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon Mohon kepada Ketua

Pengadilan Agama Bolaang Uki Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa
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dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan
selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:
PRIMAIR:
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak
terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bolaang Uki;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR,;
Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu,
Pemohon hadir secara langsung di persidangan, sedangkan Termohon tidak
hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang
sah meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2
(dua) kali oleh jurusita penganti Pengadilan Agama Bolaang UKki;

Bahwa Termohon tidak hadir ke persidangan, maka upaya mediasi
tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian disetiap persidangan Majelis
Hakim selalu berusaha menasehati Pemohon dan memberikan saran-saran
agar membatalkan niatnya bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak
berhasil;

Bahwa kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan surat
permohonan Pemohon yang isinya tidak ada perubahan dan tetap
dipertahankan Pemohon;

Bahwa karena Termohon tidak hadir ke persidangan, maka Termohon
tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-daliinya, Pemohon telah
menyampaikan bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor
XXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tanggal 21 Maret 2014,
telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok
dan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi
kode (P);
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Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan

dua orang saksi, masing masing bernama:
L. OXOXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, XXXXXXXXXXXXXXXX, agama
Islam, pekerjaan kariawan Toko, bertempat tinggal di Rt 2, Dusun I, Desa
XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, di bawah

sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah

tetangga Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2014 di Kantor
Urusan Agama Kecamatan Bolaang Uki, setelah menikah Pemohon
dan Termohon tinggal di kediaman orang tua Termohon di Desa Soguo

dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Bahwa awal kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-
baik saja kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
disebabkan Termohon suka keluar malam tanpa izin Pemohon,

Termohon juga bersifat kasar kepada Pemohon sebagai suami;

Bahwa karena saat itu Pemohon belum bekerja sebagai Satpol PP, jadi
kalau diberikan nafkah Termohon selalu merasa kurang dan sambil

memarahi Pemohon;

Bahwa saksi hanya mendengar dari rumah saksi tentang pertengkaran

Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon diusir dari kediaman orang tua Termohon, akhirnya
Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang, Pemohon
dan Termohon sudah tidak tinggal serumah sudah kurarng lebih 2 (dua)

tahun;
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Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada
komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan;

Bahwa saksi sudah berusaha memberikan saran-saran kepada
Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya, namun tidak

berhasil;

2. XXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, XXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam,
pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun |, Desa
XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, di bawah

sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah
Kakak Kandung Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah di
Kantor Urusan Agama Bolaang Uki, setelah menikah Pemohon dan
Termohon tinggal dan hidup bersama di rumah orang tua Termohon
dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak
harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa saksi tahun sendiri dan juga diceritakan Pemohon kalau
penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon
tidak menghargai Pemohon sebagai suami, sering dimarahi Termohon
kalau nafkah yang diberikan Pemohon kurang, Termohon suka keluar
malam tanpa sepengetahuan Pemohon;

Bahwa saksi tidak tahu ada acara apa Termohon keluar malam,
Termohon juga tidak bekerja, hanya di rumah menjaga anak dan dalam
seminggu 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali Termohon keluar nongrong dan
berjalan-jalan dengan temannya;
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Bahwa puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah saat
Termohon mengusir Pemohon dari kediaman bersama, akhirnya
Pemohon pulang ke rumah orang tuannya yang hingga sekarang
sudah 2 (dua) tahun Pemohon dan Termohon pisah;

- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha mendamaikan
Pemohon dan Termohon dan juga sudah memberikan nasehat dan

saran-saran kepada Pemohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan bukti lain
dalam persidangan perkara ini dan kemudian Pemohon menyampaikan
kesimpulan secara lisan di hadapan persidangan bahwa Pemohon dan
Termohon sudah 2 (dua) tahun berpisah tanpa saling memperdulikan dan
tidak berhasil upaya damai maka, Pemohon tetap ingin menjatuhkan talkanya
kepada Termohon dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup merujuk
pada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak

terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon
adalah sebagaimana yang tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada petitum primair angka 1 (satu), Pemohon
memohon agar perkaranya dikabulkan oleh Majelis, maka pada kesempatan
pertama yang dipertimbangkan adalah apakah Pengadilan Agama Bolaang
Uki memiliki kewenangan dalam meriksa perkara Pemohon ini;

Menimbang, bahwa posita angga 1 (satu), Pemohon mendalilkan
bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan menikah dengan cara
Islam, sehingga berdasarkan Asas Personalitas Keislaman dan Pasal 49
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan
Agama Cqg. Pengadilan Agama Bolaang Uki berwenang menerima, mengadili

dan menyelesaikan perkara ini;
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Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya juga mendalilkan
bahwa Pemohon telah menikahi Termohon dihadapan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Uki, dengan Kutipan Akta
Nikah Nomor: 08/60/11/2013, tertanggal 5 April 2001, belum pernah bercerai,
dan sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak
harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan
permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 73 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis
Hakim menilai, petitum Pemohon yang pertama dapat diterima dan
dinyatakan perkara Pemohon dilanjutkan pemeriksaanya di Pengadilan
Agama Bolaang Uki;

Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum primair angka 2 (dua),
memohon agar memberikan izin kepadanya untuk mengucapkan ikrar talak
terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bolaang Uki, maka
majelis akan mempertimbangkan permohonan tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah
dipanggil sebagaimana ketentuan pasal 145 ayat (2) R.Bg dan pasal 26
Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo pasal 138 Kompilasi Hukum Islam
dan ketentuan lain yang berkaitan, yang berarti Termohon telah dipanggil
dengan patut tidak datang menghadap persidangan, dan tidak pula menyuruh
orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya, dan tidak ternyata
bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka
Termohon dinyatakan tidak hadir, oleh karenanya patutlah bahwa perkara ini
diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah berusaha menasehati
Pemohon agar bersabar dan berusaha rukun kembali dengan Termohon,
namun tidak berhasil, dan oleh karena Termohon tidak hadir maka upaya
mediasi tidak dapat dilakukan, sebagaimana yang diamanatkan oleh
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa dalam dalil-dalili permohonan, Pemohon
menyatakan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan
November 2016 yang disebabkan Termohon sering kasar kepada Pemohon
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kalau nafkah yang diberikan Pemohon kurang, tidak menghargai Pemohon
sebagai suami, Termohon juga suka bepergian dari rumah tanpa izin
Pemohon, dan puncaknya Desember 2017 Termohon mengusir Pemohon dari
kediaman bersama sehingga sejak itu sampai sekarang Pemohon dan
Termohon sudah tidak tinggal bersama kurang lebih 1,5 (satu setengah)
tahun;

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar jawabannya,
karena tidak pernah hadir ke persidangan padahal sudah dipanggil secara
sah dan patut, dan ketidak hadirannya dalam persidangan yang telah
ditentukan, di samping itu permohonan Pemohon beralasan dan tidak
bertentangan dengan hukum, maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus
tanpa hadirnya Termohon (Verstek) sesuai pasal 149 ayat (1) R,Bg, dan
Kaidah Ushul fikih yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang
berbunyi :

s old pral ol oIS > o pSL> ] (n£3 o

a 9>V plls 969
Artinya: Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan
sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk
orang zalim dan gugurlah haknya. (Ahkamul Qur’an Il: 405).

Menimbang, bahwa menurut hukum acara, perkara ini dapat diperiksa
dan diputus tanpa hadirnya Termohon, dan ketidakhadirnya Termohon ke
persidangan menjadi petunjuk dan menguatkan persangkaan Majelis Hakim
bahwa Termohon mengakui semua permohonan yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian
(lex spesialis), maka Majelis Hakim masih tetap membebankan wajib bukti
kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang
merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan telah cocokkan oleh
majelis di depan persidangan dan ternyata cocok dengan aslinya, oleh
karena itu Majelis menilai bahwa alat bukti surat tersebut memenuhi syarata

formil dan materiil;
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Menimbang, bahwa bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal
2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf (f)
dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24
Tahun 2000 Tentang Bea Materai, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut
baik secara formil maupun materiil dapat diterima sebagai alat bukti dalam
perkara ini yang nilai pembuktiannya sempurna (volledeg) dan mengikat
(bindende) sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2)
peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum
Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi pihak keluarga dekat
Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi
ke depan persidangan yang masing-masing bernama XXXXXXXXXXxX dan
XXXXXXXXXXXXXX, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi
syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon adalah benar
dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena
itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana
telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi kedua
Pemohon tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai
alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua)
Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena
itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi
tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara

Pemohon dan Termohon;

- Bahwa penyebabnya karena Termohon suka keluar rumah tanpa

izin Pemohon dan Termohon yang suka berlaku kasar kepada

Pemohon jika nafkah yang diberikan kurang.

Hal. 9 dari 13. Putusan No 25/Pdt.G/2018/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal
selama kurang lebih 1.5 (satu setengah) tahun lamanya, tidak saling
berkomunikasi dan bersilaturrahmi.

- Bahwa telah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga

Pemohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti
antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran
secara terus menerus, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon telah
pecah (broken marriage);

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah
tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga
tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia
dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah,
dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam
rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Allah SWT memerintahkan kepada suami untuk
menahan istrinya apabila tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga
yang sakinah, mawaddah warahmah dapat terwujud. Sebaliknya Allah SWT
memerintahkan kepada suami untuk melepaskan (menceraikan) istrinya yaitu
apabila tujuan perkawinan tersebut tidak terwujud. Dalam hal ini rumah
tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun
kembali, menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa tujuan perkawinan tidak
terwujud;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk
Allah dalam surat Al- Bagarah (2) ayat 227 yang berbunyi:

e o alll 515 3YLall 15252 05

Artinya: “Dan Jika (suami) berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka
sesungguhnya Allah SWT Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah

tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan
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komunikasi yang baik, adanya saling pengertian dan perhatian, saling
melindungi sesama antara suami istri sebagaimana layaknya kehidupan
berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan seperti yang tengah
dihadapi oleh Pemohon dan Termohon saat ini, maka Majelis Hakim menilai
kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna
sebuah perkawinan. Yaitu hilangnya unsur mawaddah dan rahmah sebagai
sendi terbinanya kehidupan rumah tangga sakinah;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dan
Termohon dan tidak saling memperdulikan lagi sudah merupakan fakta
adanya perselisihan, karena tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal
dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya perselisihan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum
Islam, talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak
satu raj'i dan walaupun begitu perceraian dengan talak satu, masih ada
peluang untuk rujuk kembali (kecuali talak tiga) sebagaimana firman Allah
dalam surat Al-Bagarah ayat 229 yang berbunyi:

olasL & 8l o 38a Jausls  olits BWall

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, maka suami boleh rujuk lagi
dengan cara yang ma ruf atau menceraikannya dengan cara yang baik”.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah menunjukkan
sikap dan tekadnya untuk bercerai, dan tidak mau lagi mempertahankan
perkawinannya dengan Termohon, maka bila hal tersebut telah timbul dalam
kehidupan rumah tangga dalam suatu perkawinan yang selama ini dibina
bersama, maka suatu fakta bahwa mempertahankan perkawinan seperti ini
tidak ada manfaatnya, hal ini sesuai dengan dalil syar’i/doktrin ulama yang
diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

d) Loadl wl> e paosamlall s,

Artinya : Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik
kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat (3) dan (4)
Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan
ditambah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan
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Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka Pemohon baru dapat
mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap,
dan dilaksanakan di depan siding Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka
unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam telah
terpenuhi, oleh karenanya permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua)
patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon pada petitum primair
angka 2 (dua) kemudian dikuatkan dengan dalil-dalil dan semua penjelasan
diatas, maka Majelis Hakim sampai pada sebuah kesimpulan yang
mengutkan persangkaan dan keyakinan Majelis Hakim bahwa, cerai yang
dijatuhkan kepada Pemohon adalah talak satu raj'i, sebagaimana pasal 118
Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Pemohon juga menyatakan dalam petitum primair
angka 3 (tiga), Pemohon siap membayar segala biaya yang timbul selama
proses hukum ini berlangsung.

Menimbang, bahwa pernyataan Pemohon pada petitum angka 3 (tiga)
tersebut sangat sesuai dengan peraturan pada pasal 89 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam
proses penyelesaian perkara ini dibebankan kepada Pemohon .

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

dalill-dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan pemohonan Pemohon dengan verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk

menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon
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(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Bolaang
Uki;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Agama Bolaang Uki pada hari Kamis tanggal 24
Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadilawal 1440
Hijriyah, oleh kami Nadiman S.A.g., M.H selaku Ketua Majelis, Sukahata
Wakano, S.HI,.S.H dan Nanang Soleman, S.H.I masing-masing sebagai
Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi
oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sabrun Djafar S.Ag., sebagai Panitera

Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota | Ketua Majelis
Sukahata Wakano, S.HI, S.-H Nadiman S.A.g., M.H
Hakim Anggota |l

Nanang Soleman, S.H.I
Panitera Pengganti

Sabrun Djafar S.Ag

Rincian biaya perkara:
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1. Biya Pendaftara = Rp 50.000,00
2. Biaya Proses = Rp 30.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon = Rp 75.000,00
4, Biaya Panggilan Termohon = Rp150.000,00
5. Redaksi =Rp 5000,00
6. Materai =Rp _6.000,00

Jumlah =Rp316.000,00
(tiga ratus enam belas ribu rupiah )
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